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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR IS TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALl NAN 
or KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program 
Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 , 
perlu menyempurnakan ketentuan be saran biaya 
pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program 
Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019; 

Mengingat 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Peru bah an Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional 
Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3277); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4234); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12 .Peraturan ... 
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12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 
62); 

13 . Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 
162/MENKES/PB/I/2010 ten tang Pelaporan Kematian dan 
Penyebab Kematian; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Hamil, 
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, 
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan 
Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 135); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1601); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non 
Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 
Kesehatan Masyarakat; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota; 

21. Keputusan Menteri 

279/MENKES/SK/IV /2006 
Penyelenggaraan Upaya 
Masyarakat di Puskesmas; 

Kesehatan Nomor 
tentang Pedoman 

Keperawatan Kesehatan 

22 .Keputusan ... 
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22. Keputusan Menteri 
666/MENKES/SK/VI/2007 
Pelayanan Medik Dasar; 

23. Keputusan Menteri 
146/MENKES/SK/V /2009 
Nasional; 
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Kesehatan 
ten tang Klinik 

Kesehatan 
ten tang Sistem 

Nomor 
Rawat Inap 

Nomor 
Kesehatan 

24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 279/HUK/SK/ 2013 
ten tang Penetepan Kreteria dan Pendataan Fakir Miskin 
dan Orang Tidak Mampu; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur; 

26. Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan 
bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur; 

27. Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor 
188/786/KTPS/013/2003 tentang Pelaksanaan Sistem 
Regional Rujukan Propinsi Jawa Timur; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 
Nomor 2 Seri E ); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) 
(Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 
2017 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3); 

31.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata KeIja Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2016 Nomor 84); 

32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2018 
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium 
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2018 Nomor 66); 

33.Peraturan ... 

kum 
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33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 50) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1); 

34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pedoman Operasiona! Penyelenggaraan Program 
Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 
12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN 
BONDOWOSOTAHUN 2019. 

PasalI 

Ketentuan Pasa! 10 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan 
Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 
2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 
Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Besaran biaya untuk perawatan ibu hamil, ibu nifas, bayi 
baru lahir dan post neonatus (bayi) resiko tinggi dan 
komplikasi yang rawat inap di Puskesmas berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 

(2) Besaran biaya pelayanan persalinan normal, resiko tinggi 
dan komplikasi berdasarkan Standar Biaya yang 
diberlakukan oleh program JKN/KIS. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal ~6 pebruarl .. 0 19 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 01.6 ~\"ua" .m19 

.DOWOSO.~ 

~ALW ARIFIN 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

G TRI HANDONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 15 
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